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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulilah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala  

kemudahan yang telah diberikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan 

Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2023 telah selesai disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok. 

Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan upaya-

upaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok ke arah yang lebih baik dalam memenuhi tuntutan dan melaksanakan 

good governance. 

Melalui laporan ini Badan Keuangan Daerah berusaha menyampaikan gambaran 

terhadap capaian kinerja, faktor pendorong keberhasilan, hambatan dalam pencapaian 

target, maupun upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja ke depannya. 

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum lengkap 

dan belum sempurna. Oleh karenanya saran dan masukan yang membangun dari berbagai 

pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada tahun mendatang. 

 

 

       Depok,       Februari 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan 

Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah 

yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan 

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan 

misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan 

hal tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari 

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan 

sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

1.2. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah 

Badan Keuangan Daerah baru terbentuk secara resmi berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah semula adalah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berganti nama sesuai amanat 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah 

Kota Depok memiliki sumber daya aparatur sebanyak 107 orang PNS terdiri dari 

69 orang laki-laki dan 38 perempuan serta tenaga non PNS berjumlah 34 orang 

yang tersebar di beberapa bidang. Jumlah pejabat pada Badan Keuangan Daerah 

Kota Depok adalah 27 orang dimulai dari Eselon 2, 3 dan 4, dan terdapat 1 jabatan 

kosong. 

Tabel 1.1 
Gambaran SDM BKD Tahun 2023 

 

Jenis Pegawai 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Eselon II 1 -  

Eselon III 5 2 

Eselon IV dan Koordinator 10 5 

Fungsional Tertentu Selaku Koordinator 3 1 

Fungsional Tertentu 2 3 

Pelaksana 48 27 

Jumlah PNS 69 38 107 

Non PNS 26 8 34 

   DUK, Desember 2023 

 

 Badan Keuangan Daerah menempati Kantor di area Balaikota Depok 

Gedung Dibaleka I Lantai II, namun khusus untuk Bidang Pajak Daerah II 
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menempati gedung tersendiri di Balaikota Depok yang menyatu dengan tempat 

pelayanan PBB dan BPHTB. 

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan 

untuk 6 Bidang dan Sekretariat tersebut, telah dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan kerja. Jumlah kendaraan operasional yang tercatat sebagai aset 

sebanyak 10 unit roda empat dan 40 unit roda dua. 

 

1.3. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 64  Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Keuangan Daerah, tugas pokok Badan ini adalah membantu Wali Kota 

melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kota.   

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan 

Daerah mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang deuangan daerah;  

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d) Pelaksanaan administrasi Badan;  

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan 

tugas dan fungsinya.  

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Keuangan Daerah 

dipimpin oleh Bpk. Wahid Suryono, S.Pi, dibantu oleh pejabat struktural dan 

koordinator. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdiri dari 

Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Bidang 

yang masing masing membawahi  2 (dua) dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dengan 

susunan sebagai berikut:   

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

3. Bidang Anggaran, terdiri dari: 
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a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 

b. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran; 

4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;  

b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;  

5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 

b. Sub Bidang Penagihan; 

6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; 

b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Pegawai 

7. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari: 

a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan 

8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penatausahaan Aset; 

b. Sub Bidang Pengamanan Aset; 

9. Unit Pelaksana Teknis Badan 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 
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1.4. Isu Strategis 

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi.. Beberapa permasalahan yang dihadapi 

Badan Keuangan Daerah dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun 

pelayanan tahun 2023 terdapat 8 isu strategis yang diangkat dan diprioritakan 

penanganannya melalui program dan kegiatan BKD yaitu: 

Permasalahan Isu Strategis 

Keterbatasan sarana dan prasarana 
penunjang pelayanan baik sarana 
mobilitas maupun teknologi informasi 
yang digunakan 

Peningkatan sarana prasarana 
pelayanan baik mobilitas maupun 
teknologi yang digunakan 

Masih adanya temuan BPK dalam 
audit tahunan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kota Depok 

Tidak adanya temuan BPK pada LKPD 
Kota Depok 

Teknologi informasi dalam pengelolaan 
keuangan yang belum sepenuhnya 
terintegrasi 

Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak 
Daerah dan Perluasan Digitalisasi 
Pelayanan Pajak serta Retribusi 
Daerah  

Belum optimalnya basis data Barang 
Milik Daerah 

Peningkatan Pengelolaan dan 
Pengamanan Barang Milik Daerah  

Masih rendahnya bukti kepemilikan 
aset berupa tanah 

Percepatan proses sertifikasi aset milik 
Pemerintah Kota Depok 

Belum mutakhirnya basis data pajak 
daerah 

Pemutakhiran Data Pajak Daerah  

 

Adanya potensi penurunan pajak 
daerah akibat perubahan peraturan 
Pemerintah Pusat 

Meningkatkan potensi penambahan 
PAD dari penilaian individual objek 
bangunan khusus (tol, SPBU, 
apartemen, mall, lapangan golf, dll) 
dengan penambahan kualitas SDM 
yang handal  
 

Masih tingginya piutang pajak Pengawasan dan Penagihan Pajak 
Daerah 

Sumber: Renja BKD 2023 (perubahan) 

 

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah 

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan, pendapatan, dan aset mengacu pada perundang-undangan yang 

berlaku serta berprinsip pada pengelolaan secara efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel. 
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1.5. Landasan Hukum 

LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok ini disusun berdasarkan 

beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2016 Nomor 10);  

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok  Tahun 2021-

2026;     

9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026; 

10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan 

Daerah. 
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1.6. Sistematika 

Sistematika LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 adalah: 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

 BAB IV PENUTUP 
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 BAB II  

 PERENCANAAN KINERJA 

  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023  mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.1. Rencana Strategis 

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah dokumen 

yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, dan terintegrasi dengan potensi 

sumber daya yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok.  

Rencana  Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang memuat 

perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 

tahun 2026, ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.  

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan Perubahan Renstra 

Badan Keuangan Daerah yang meliputi: 

1. Penyesuaian sasaran strategis dari 1 sasaran menjadi 2 sasaran 

2. Penyesuaian arah kebijakan dan strategi 

3. Penyesuaian  indikator sasaran strategis, menjadi 2 indikator pada setiap 

sasaran 

4. Penyesuaian target indikator strategis yaitu pada Target Nilai SAKIP dan 

Target IKM, berdasarkan capaian tahun 2022 dan 2023. 

5. Penyesuaian indikator sub kegiatan dan target 

 Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini ditetapkan melalui 

Peraturan Wali Kota Depok Nomor Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 
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2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026, dan 

menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan mulai tahun 2023 sampai 

dengan 2026, sekaligus menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tersebut. 

 

2.1.1  Visi dan Misi 

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan 

penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Renstra Badan 

Keuangan Daerah Kota Depok telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan 

proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan melibatkan 

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RPJMD maupun  Forum Renja Perangkat Daerah, sehingga Renstra 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan stakeholder. 

 

1. Visi 

Visi merupakan rangkaian kata yang singkat, yang di dalamnya terdapat 

pernyataan jelas dan menjadi arah dari sebuah instansi atau organisasi. Dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada 

di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka 

di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2021-

2026, telah ditetapkan visi Kota Depok yaitu  “Kota Depok Yang Maju, Berbudaya 

dan Sejahtera”. 

 

Kota Depok, didefinisikan sebagai: 

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang 

berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu. 

 

Maju, didefinisikan sebagai: 

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan 

pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus 

berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan 
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infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan 

pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak 

terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan 

dukungan SDM aparatur dan system pelayanan yang modern akan berdampak positif 

pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, 

pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di 

berbagai bidang. 

 

Berbudaya, didefinisikan sebagai: 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota 

Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek 

pendidikan dan pembangunan asyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat 

Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, 

kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi 

dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok. 

 

Sejahtera, didefinisikan sebagai: 

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang 

meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera 

jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta 

peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk 

kaitannya dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan melahirkan 

kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga 

Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera. 

 

2. Misi 

Misi adalah sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan 

visi yang sudah ditetapkan. Sebagai penjabaran visi Kota Depok, maka telah disusun  

misi untuk mewujudkan visi tersebut yang terdiri dari 5 misi sebagai berikut:  
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1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan 

berwawasan lingkungan; 

2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern 

dan partisipatif; 

3) Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan 

dan ketahanan keluarga; 

4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing; 

5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman. 

 
Sesuai arahan RPJMD Kota Depok tersebut, maka Badan Keuangan 

Daerah turut bertanggung jawab untuk tercapainya misi ke-2 yaitu  Meningkatkan 

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.  

 

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih 

pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Indikator Sasaran dan 

Program Kegiatan Badan Keuangan Daerah telah ditetapkan dalam Perubahan 

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 guna 

mendukung tercapainya misi ke-2 Kota Depok, yaitu Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.  
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Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok 
 

VISI : KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA 

MISI II: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan 

Partispatif 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

kinerja Badan 

Keuangan Daerah 

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah 

Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Melaksanakan reformasi 

birokrasi melalui 

peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, 

peningkatan fasilitas 

pelayanan, pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

integrasi data dalam 

pengelolaan keuangan, 

aset, dan pendapatan 

daerah 

Optimalisasi Teknologi 

Informatika dalam 

Pengelolaan Keuangan Meningkatnya 

Kemampuan 

Keuangan Daerah Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Daerah 

Sumber: Perubahan Renstra BKD 2021-2026 

 
 

 

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran 

NO. TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

PERUBAHAN TARGET KINERJA SASARAN 
PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 
Kapasitas dan 
Kinerja Badan 
Keuangan 
Daerah 

Opini BPK Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 

Nilai SAKIP BKD 73,20 78,35 80,05 81,00 82,00 

 (BB) BB A A A 

 Meningkatnya 
Kemampuan 
Keuangan 
Daerah 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  
Pembayaran 
Pajak Daerah 

76,85 
 
Baik 

88,25 
 

Baik 

88,31 
 

Sangat 
Baik 

88,35 
 

Sangat 
Baik 

88,40 
 

Sangat 
Baik 

 

 

 

 

   Persentase PAD 

39,03 % 39,40 % 39,77 % 40,14 % 40,50 % 
   Terhadap 

Pendapatan 
Daerah 

Sumber: Perubahan Renstra BKD 2021-2026 
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan 

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari 

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan 

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan 

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.  

   Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Badan Keuangan Daerah 

Kota Depok Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Badan 

Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026, dokumen Perubahan Rencana 

Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 

2023. 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2023 telah menetapkan 

sasaran strategis, indikator kinerja, berikut target kinerja yang akan dicapai serta 

program dan kegiatan berikut alokasi anggaran yang akan dilaksanakan, melalui 

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut :  

 
Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja (Perubahan) Badan Keuangan Daerah Kota Depok 
Tahun 2023 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Opini BPK WTP 

Nilai SAKIP BKD 78,35 (BB) 

Meningkatnya Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM)  pembayaran pajak daerah 

88,25 (Baik) 

Persentase PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 

39,40% 

 Sumber: Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023 
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Tabel 2.4 

Program dan Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja (Perubahan) 

Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 

 

No Program Anggaran Keterangan 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

Rp. 81.622.439.614,00 Mendukung / 

Berkaitan Indikator 

Kinerja 2 

2. Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Rp. 37.688.599.576,00 Mendukung / 

Berkaitan Indikator 

Kinerja 1 

3. Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Rp. 3.820.012.800,00 Mendukung / 

Berkaitan Indikator 

Kinerja 1 

4. Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

Rp. 8.380.779.200,00 Mendukung / 

Berkaitan Indikator 

Kinerja 3 dan 4 

Sumber: Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaracn/ target Kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian 

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026   maupun Perubahan 

Rencana Kinerja BKD Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran 

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan mendukung tercapainya misi 

ke-2 Kota Depok. 

 

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Depok. 

Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dilaksanakan secara 

triwulanan dan tahunan dengan melakukan Desk timbal balik yang dilaksanakan oleh 
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unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian, dengan 

berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan BKD Tahun 2023.  

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi 

capaian indikator kinerja dengan target indikator yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja, serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan 

perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target termasuk kendala yang 

dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui 

inovasi. 

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran, 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok mempergunakan skala nilai peringkat kinerja 

yang mengacu Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD.  

Tabel 3.1 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

76% ≤ 90% Tinggi 

66% ≤ 75% Sedang 

51% ≤ 65% Rendah 

≤ 50% Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri 86/2017, Tabel T-E.1 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Melalui laporan akuntabilitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah ini, 

dijelaskan gambaran penilaian tingkat pencapaian dari masing-masing indikator 

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu 2 sasaran 

strategis dengan 4 indikator kinerja.  
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3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

strategis suatu instansi. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator 

Kinerja Utama yang selaras dengan sasaran strategis RPJMD dan Renstra instansi. 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok Nomor: 

800/031/Kpts/XII/BKD/2023, yaitu ada 4 indikator kinerja utama untuk mengukur 

keberhasilan 2 sasaran strategis.  

Adapun formulasi pengukuran dan sumber data capaian, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Formulasi Pengukuran IKU 

Indikator Kinerja 

Utama 
Sumber Data Formulasi 

Opini BPK Badan Pemeriksa 
Keuangan RI 

Hasil pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Kota Depok Tahun 2022 

Nilai SAKIP BKD Inspektorat Daerah Kota 
Depok 

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BKD 
Tahun 2022 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Pembayaran Pajak 
Daerah 

Hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat Tahun 2023 
yang dilaksanakan oleh 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Depok 

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 
terhadap 4 jenis pelayanan yaitu: 
a. Pelayanan Pembayaran PBB 
b. Pelayanan Pembayaran BPHTB 
c. Pelayanan Pembayaran Pajak 

Reklame 
d. Pelayanan Pembayaran Pajak Air 

Bawah Tanah 

Persentase PAD 
terhadap 
Pendapatan Daerah   

Laporan Realisasi 
Anggaran per 31 
Desember 2023 

Dengan menghitung Jumlah 
Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 
dibagi Jumlah Pendapatan Daerah 
tahun 2023 dikali seratus persen 

Sumber: SK IKU BKD, Perubahan Renstra BKD 2021-2026 

 

Sesuai dengan formulasi pengukuran tersebut, maka diperoleh hasil 

pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 

2023 seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.3 

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok 
Tahun 2023 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi 

Capaian 

% 
Kriteria 

Meningkatnya 
Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 
Daerah 

Opini BPK WTP WTP 100 
Sangat 
tinggi 

Nilai SAKIP BKD 
78,35 
(BB) 

78,35 
(BB) 

100 
Sangat 
tinggi 

Meningkatnya 
Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Pembayaran Pajak 
Daerah 

88,25 
(Baik) 

88,25 
(Baik) 

100 
Sangat 
tinggi 

Persentase PAD 
terhadap 
Pendapatan Daerah   

39,40% 46,105% 117,02 
Sangat 
tinggi 

 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (LRA reviu), 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari beberapa sektor 

penerimaan adalah sebesar Rp. 1.745.325.306,00 sedangkan realisasi total 

Pendapatan Daerah  adalah sebesar  Rp. 3.785.537.232.724,00 sehingga  

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah 46,105 %. 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator sasaran yang telah 

ditetapkan, memperoleh kriteria sangat tinggi. Capaian kinerja yang 

melebih/melampaui target ditunjukkan pada 1 indikator yaitu Persentase PAD 

terhadap total Pendapatan Daerah, dengan capaian kinerja 117,02 %. 

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada 

indikator Opini BPK, Nilai SAKIP, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pembayaran 

Pajak Daerah.  

 

3.3. Pengukuran dan Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja 

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan 

Keuangan Daerah Tahun 2021-2026. Pada tahun ini juga dilakukan perubahan 

Renstra sebagai tindak lanjut lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
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Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

Berdasarkan Perubahan Renstra tersebut maka terdapat beberapa 

penyesuaian yaitu: 

1. Penyesuaian sasaran strategis dari 1 sasaran menjadi 2 sasaran 

2. Penyesuaian arah kebijakan dan strategi 

3. Penyesuaian indikator sasaran strategis, menjadi 2 indikator pada setiap 

sasaran 

4. Penyesuaian target indikator strategis yaitu pada Target Nilai SAKIP dan 

Target IKM, berdasarkan capaian tahun 2022 dan 2023. 

5. Penyesuaian indikator sub kegiatan dan target 

Perubahan sasaran, indikator dan target Badan Keuangan Daerah Tahun 

2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Utama dan Target Renstra 

NO. TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN 

PERUBAHAN TARGET KINERJA SASARAN 
PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 
Kapasitas dan 
Kinerja Badan 
Keuangan 
Daerah 

Opini BPK Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 

Nilai SAKIP BKD 73,20  78,35 80,05 81,00 82,00 

 (BB) BB A A A 

 Meningkatnya 
Kemampuan 
Keuangan 
Daerah 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  
Pembayaran 
Pajak Daerah 

76,85 
 
Baik 

88,25 
 

Baik 

88,31 
 

Sangat 
Baik 

88,35 
 

Sangat 
Baik 

88,40 
 

Sangat 
Baik 

 

 

 

 

   Persentase 
PAD Terhadap 

39,03 % 39,40 % 39,77 % 40,14 % 40,50 % 

   Pendapatan 
Daerah 

    

    

Sumber: Perubahan Renstra BKD 2021-2026 
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Hasil pengukuran keempat indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Capaian IKU ke-1, Opini BPK 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu : 

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

b. Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) 

c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan 

d. Efektivitas sistem pengendalian internal. 

Pada tahun 2023, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kota Depok 

Tahun 2022 hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini 

ini adalah yang ke-12 (dua belas) kali secara berturut-turut dicapai oleh 

Pemerintah Kota Depok.  

 

Tabel 3.5 
Capaian Indikator Kinerja Utama ke-1 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2020 

% 

Tahun 2021 

% 

Tahun 2022 

% 

Tahun 2023 

% 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Opini BPK Opini WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100 

Sumber: LHE BPK atas LKPD Tahun 2022 

 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam 

dokumen Perubahan Renstra BKD Tahun 2021-2026, di mana target yang 

ditetapkan adalah WTP di setiap tahun, maka target Opini BPK sudah tercapai 

100%. 

Tabel 3.6 
Target Jangka Menengah Indikator ke- 1 

Sumber: Perubahan Renstra BKD 2021-2026 

No. Indikator Kinerja 
Target Renstra 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 
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Tercapainya indikator kinerja Opini BPK ini didukung oleh beberapa faktor, 

antara lain: 

1) Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah 

disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan 

yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang 

meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan 

aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan 

pemerintah daerah yang sesungguhnya. 

2) Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas 

tertib taat pada peraturan administrasi perundang–undangan, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyakat, sehingga potensi 

timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpangan keuangan dapat 

dieliminasi.  

3) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik. 

4) Mulai tahun 2023 dilaksanakan penerapan pembayaran melalui E-Payment 

di seluruh perangkat daerah. Dengan e-payment maka proses pencairan 

belanja daerah lebih cepat, paperless  dan dokumen belanja tersimpan 

dalam arsip digital.    

5) Mulai dibangunnya aplikasi PSU dan mulai dilakukan penginputan data PSU 

yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok. Data ini dilengkapi 

dengan foto, alamat lengkap dengan titik koordinat, luas, dan nilai aset.   

6) Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.  

 
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target WTP adalah: 

1) Sistem aplikasi pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan masih belum 

terintegrasi seluruhnya sehingga data belum dapat disajikan secara real time 

seuai waktu cut off data. 

2) Adanya aset Pemerintah Kota Depok yang belum terdata dan tersertifikasi; 
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3) Kurangnya kompetensi pejabat/staf pengelola keuangan di perangkat 

daerah 

 
Dan untuk mempertahankan capaian ini, Badan Keuangan Daerah terus 

melakukan upaya sebagai berikut: 

1) Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan 

keuangan melalui bimbingan teknis sehingga mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.  

2) Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan 

Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi SIPKD, SIPKD Modul Aset, 

SIMPAD, Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online. 

3) Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset, sebagaimana 

amanat Permendagri No.47 Tahun 2021 bahwa untuk pengelolaan asset 

menggunakan aplikasi e-BMD sehingga dapat memaksimalkan pencatatan 

aset.  

4) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang 

berlaku.  

5) Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam 

menindaklanjuti setiap temuan BPK.  

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap seluruh proses 

pengelolaan APBD yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung-jawaban anggaran serta 

pengawasannya.  

7) Menyusun APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.  

8) Mulai tahun 2023 telah diterapkan e-payment di seluruh perangkat daerah. 

Dengan e-payment maka proses pencairan belanja daerah lebih cepat, 

paperless dan dokumen belanja tersimpan dalam arsip digital.    

9) Mengembangkan aplikasi PSU sehingga diperoleh data mutakhir seuruh 

PSU yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok untuk selanjutnya 

dapat dilakukan pengamanan dan pemanfaatan.  
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10) Melakukan inventarisasi/sensus aset pada tahun 2024 dan 2025 untuk 

mendapatkan data terkini, sehingga penatausahaan aset menjadi lebih baik, 

mulai dari pencatatan/updating data, pengamanan, dan pemanfaatan aset.        

 
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023, pada 

IKU pertama  terdapat 2 program yang mendukung pencapaian IKU pertama tersebut 

yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Realisasi kedua program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.7 

Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-1 

No. Program/Kegiatan Indikator 

Target Realisasi Capaian 

K Rp K Rp K Rp 

I Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Status Laporan WTP     37.688.599.576  
 

WTP 36.995.506.055 
 

100% 98,16 
 

1. Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

Status Laporan WTP           737.191.450  
 

WTP 470.510.692 
 

100% 63,82 
 

2. Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

Status Laporan WTP           599.771.900  
 

WTP             585.949.658  
 

100% 97,70  
 

3. Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Daerah 

Status Laporan WTP           388.619.200  
 

WTP  
            343.586.150  

 

100% 88,41  
 

4. Pengelolaan Data dan 
Implementasi Sistem 
Informasi Pemerintah 
Daerah Bidang Keuangan 
Daerah 

Status Laporan WTP           760.427.000  
 

WTP             739.854.309  
 

100% 97,29  
 

5. Penunjang Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Status Laporan WTP      35.202.590.026  
 

WTP        34.885.605.246 
 

100% 99,01 
 

II Program Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Persentase 
Kesesuaian 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah sesuai 
PeraturanPerunda
ng-undangan 
 

100%        3.820.012.800  
 

100%          3.587.070.391  
 

100% 93,90  
 

1. Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 
 

Persentase 
Kesesuaian 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah sesuai 
PeraturanPerunda
ng-undangan 
 

100%        3.820.012.800  
 

100%          3.587.070.391  
 

100% 93,90  
 

Sumber: LRA 2023 (reviu) 

 
Capaian program dan kegiatan pada kedua program tersebut sangat tinggi, 

yaitu mencapai 100%. Sedangkan untuk realisasi keuangan, sebanyak 4 kegiatan 
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mencapai realisasi sangat tinggi (di atas 90%), 1 kegiatan dengan realisasi tinggi, dan 

1 kegiatan dengan realisasi rendah (di bawah 65%). 

Realisasi anggaran kategori rendah terdapat pada  1 kegiatan yaitu Koordinasi 

dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, di mana pada kegiatan tersebut 

terdapat sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dan sub 

kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD yang 

penyerapan anggarannya sangat rendah disebabkan keterbatasan waktu 

pelaksanaan kegiatan, sehingga penelitian/verifikasi DPA hanya dilakukan oleh Tim 

TAPD dari unsur BKD, dengan demikian sebagian belanja tidak dapat diserap.  

 

2. Capaian IKU ke-2, Nilai SAKIP BKD 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Sesuai amanat RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, target SAKIP telah 

ditetapkan dalam bentuk poin. Selaras dengan RPJMD, Renstra Badan Keuangan 

Daerah Tahun 2021-2026 juga telah menetapkan target nilai SAKIP dengan poin, di 

mana target tahun 2023 adalah 78,35 (Sangat Baik). 

 

Tabel 3.8 

Capaian Indikator Kinerja Utama ke-2 

No 
Indikator 

Kinerja 

Tahun 2020 

% 

Tahun 2021 

% 

Tahun 2022 

% 

Tahun 2023 

% 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 
Nilai 
SAKIP 

BB BB 100 A BB 90,64 73,20 72,85 99,5 78,35 78,35 100 

Sumber: LHE Inspektorat Daerah atas SAKIP BKD Tahun 2022 

 

Hasil penilaian terhadap SAKIP tahun 2023 baru akan didapatkan pada tahun 

2024. Oleh karena itu, hasil penilaian SAKIP yang ditampilkan pada laporan ini adalah 

hasil penilaian terhadap SAKIP tahun 2022, di mana Badan Keuangan Daerah telah 
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mencapai target yang direncanakan. Demikian pula jika melihat target jangka 

menengah pada dokumen Perubahan Renstra BKD Tahun 2021-2026, maka nilai 

SAKIP BKD sudah tercapai.  

Dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah, target nilai 

SAKIP BKD disesuaikan dengan kondisi capaian terakhir, sehingga targetnya 

ditingkatkan agar Badan Keuangan Daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan 

akuntabilitasnya menuju SAKIP dengan nilai A. 

 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, maka target nilai SAKIP 

ini belum tercapai karena target akhir adalah A seperti dijelaskan pada tabel berikut. 

 
Tabel 3.9 

Target Jangka Menengah Indikator ke-2 

 
 

 

 

                

                  

Sumber: Perubahan Renstra BKD 2021-2026 

 

Terkait dengan hasil tersebut, maka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan 

Keuangan Daerah di tahun-tahun mendatang, telah dilakukan beberapa upaya antara 

lain: 

1) Menyelaraskan sasaran kinerja pegawai dari level manajerial sampai dengan staf 

yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV serta dokumen SKP 

pejabat dan staf, sehingga capaian kinerja pegawai selaras dengan capaian 

kinerja dalam laporan akuntabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan 

dengan sosialisasi dan penerapan aplikasi e-kinerja yang menghadirkan 

narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 

2) Melakukan revisi terhadap Renstra Badan Keuangan Daerah untuk 

menyesuaikan indikator sub kegiatan sesuai amanat Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan memperbaiki sasaran, indikator sasaran,  serta 

memperbaiki arah kebijakan dan strategi agar lebih spesifik pada bidang 

keuangan dan pendapatan. Terhadap target indikator sasaran juga dilakukan 

No. Indikator Kinerja 
Target Renstra 

2022 2023 2024 2025 2026 

2. Nilai SAKIP 
(Renstra 2021-2026) 

73,20 
BB 

72,65 
BB 

72,67 
BB 

72,80 
BB 

73,01 
BB 

 
Nilai SAKIP 
(Perubahan Renstra 2021-
2026) 

73,20 
BB 

78,35 
BB 

80,05 
A 

81,00 
A 

82,00 
A 
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penyesuaian berdasarkan capaian tahun terakhir (yaitu pada indikator Nilai 

SAKIP dan IKM) karena sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 

lama. Untuk target persentase PAD, tidak dilakukan perubahan karena target 

tersebut menjadi target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah 

tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026. 

3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menentukan solusi atas 

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai 

dengan target, baik target kinerja maupun target waktu. Monev dilakukan dalam 

bentuk Desk kepada semua bidang, untuk mengetahui capaian output sub 

kegiatan dengan lebih detail, realisasi keuangan, serta menggali faktor 

penghambat tercapainya target sesuai anggaran kas. Hasil desk ditandangani 

oleh Kepala Bidang dan diketahui oleh Kepala Badan, sehingga para pengelola 

kegiatan mulai dari KPA, PPTK, Bendahara dan staf harus menindaklanjuti hasil 

desk tersebut, untuk memperbaiki kinerja di triwulan berikutnya. 

4) Melakukan desk kepada seluruh Bidang untuk menyepakati maksud dari indikator 

sub kegiatan yang telah ditentukan oleh Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 

2023, sehingga target yang direncanakan oleh para pengelola kegiatan, sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh Kepmendagri tersebut. Hasil dari desk ini, 

menjadi bahan perbaikan target sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024.  

5) Melakukan desk terkait penempatan anggaran kas dan Rencana Umum 

Pengadaan kepada seluruh Bidang. Melalui desk ini diharapkan penyerapan 

anggaran dapat optimal dan tidak terjadi deviasi yang terlalu besar antara target 

dan realisasi anggaran. 

6) Melakukan pendampingan perencanaan evaluasi pelaporan bagi pegawai BKD, 

antara lain pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko, Perubahan Renstra, 

Penyusunan KAK, Penyusunan Cascading kinerja. Kegiatan semacam ini 

rencana akan terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya, sebagai bagian dari 

upaya peningkatan tata kelola Badan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023, maka 

terdapat 1 program yang terkait/mendukung pencapaian IKU ke-2 yaitu Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 4 
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kegiatan dengan capaian kinerja tinggi dan sangat tinggi seperti disajikan pada tabel 

berikut ini.  

 
Tabel 3.10 

Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-2 

 

No. Program/Kegiatan Indikator 

Target Realisasi Capaian 

K Rp K Rp   

 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Cakupan 
Pelayanan 
Penunjang 
Urusan Pemda 

100%       81.622.439.614  
 

100%      77.779.619.778  
 

100% 95,34  
 

1. Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
anggaran dan 
evaluasi tepat 
waktu 

100%            127.070.150  
 

100%           116.650.730  
 

100% 91,80  
 

2. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase 
administrasi 
keuangan tepat 
waktu 

100%       77.874.289.500  
 

100%      74.343.795.811  
 

100% 95,47 
 

3. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran dan 
Sarana 
Prasarana 
Aparatur 

100%         3.217.014.964  
 

100%        2.961.888.977  
 

100% 92,07  
 

4. Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
barang milik 
daerah kondisi 
baik 

100%            404.065.000  
 

100%           357.284.260  
 

100% 88,42  
 

Sumber: LRA 2023 (reviu) 

 

3. Capaian IKU ke-3, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Keuangan Daerah 

dilakukan terhadap Pelayanan Pajak Daerah yang terdiri dari: Pelayanan Pembayaran 

PBB, Pelayanan Pembayaran BPHTB, dan Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame 

dan Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah. Nilai IKM tahun 2023 yang 

diperoleh oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah 88,25. Menurut kategori 

yang dibuat oleh PERMENPAN No 14 Tahun 2017, nilai ini berada pada interval mutu 

pelayanan B dengan kata lain kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok masuk 

dalam kategori Baik. Hasil pengukuran IKM dalam kurun waktu 4 tahun dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.11 

Capaian Indikator Kinerja Utama Ke-3 

No Indikator Kinerja 

Tahun 2020 

% 

Tahun 2021 

% 

Tahun 2022 

% 

Tahun 2023 

% 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Pembayaran Pajak 
Daerah 

Sangat 
Baik 

Baik 90 
Sangat 

Baik 
Baik 90 

76,85 
(Baik) 

84,25 
(Baik) 

109,6 88,25 88,25 100 

Sumber: Buku Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok 2023, Diskominfo  

 

Jika melihat target jangka menengah pada Renstra Badan Keuangan Daerah 

Tahun 2021-2026, maka target IKM belum tercapai, di mana pada akhir tahun 

pelaksanaan Renstra, target IKM adalah 88,40 (Sangat Baik). 

 

Tabel 3.12 
Target Jangka Menengah Indikator ke-3 

 

        Sumber: Perubahan Renstra BKD 2021-2026 

 

Penjelasan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing 

pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Pelayanan Pembayaran PBB 

Pelayanan Pembayaran PBB memiliki nilai IKM sebesar 3,64 dengan 

nilai konversi IKM setara 91,00. Menurut kategori yang dibuat oleh 

PERMENPAN No 14 Tahun 2017 nilai ini berada pada interval mutu pelayanan 

A, dengan kata lain kinerja Pelayanan Pembayaran PBB masuk kategori 

Sangat Baik. 

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur berdasarkan atribut 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diperoleh dari hasil perhitungan 

terhadap responden pengguna Pelayanan Pembayaran PBB pada tahun 2023. 

Atribut yang diukur meliputi Kesesuaian Syarat, Kemudahan Prosedur, 

No. Indikator Kinerja 
Target Renstra 

2022 2023 2024 2025 2026 

3. 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat Pembayaran 
Pajak Daerah 

76,85 88,25 88,31 88,35 88,40 
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Kecapatan Waktu, Kewajaran Biaya, Kesesuaian Produk, Kompetensi 

Petugas, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana Prasarana, dan Penanganan 

Pengaduan.  

Secara umum seluruh atribut telah dinilai sangat baik oleh responden 

pengguna Pelayanan Pembayaran PBB karena nilai konversinya berada di 

atas 76,6. Skor tertinggi untuk aspek/unsur indikator Pelayanan Pembayaran 

PBB adalah atribut Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis 

pelayanannya, Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, dan 

Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

sedangkan yang terendah adalah atribut Penanganan pengaduan pengguna 

layanan.  

Dari semua atribut yang dinilai, atribut Kemudahan prosedur 

pelayanan, Perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam 

memberikan pelayanan, dan Penanganan pengaduan pengguna layanan 

dinilai oleh pengguna layanan di Pelayanan Pembayaran PBB berada pada 

kuadran I, oleh karena itu atribut ini merupakan atribut yang harus 

diprioritaskan perbaikan kinerjanya pada periode selanjutnya. 

 

b. Pelayanan Pembayaran BPHTB 

Pelayanan Pembayaran BPHTB memiliki nilai IKM sebesar 3,52 dengan 

nilai konversi IKM setara 88,00. Menurut kategori yang dibuat oleh 

PERMENPAN-RB No 14 Tahun 2017 nilai IKM untuk Pelayanan Pembayaran 

BPHTB berada pada interval mutu pelayanan bernilai B, dengan kata lain 

kinerja pelayanan tersebut masuk kategori Baik. 

Secara umum sebagian besar atribut telah dinilai baik oleh responden 

pengguna layanan dari Pelayanan Pembayaran BPHTB, hal ini ditunjukkan 

oleh nilai konversi sebagian besar atribut berada di atas 76,60. Skor tertinggi 

untuk aspek/unsur indikator Pelayanan Pembayaran BPHTB adalah atribut 

Penanganan pengaduan pengguna layanan sedangkan yang terendah 

adalah atribut Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. 

Dari semua atribut yang dinilai, atribut Kewajaran biaya/tarif dalam 

pelayanan dan Kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan, 

dinilai oleh pengguna layanan di Pelayanan Pembayaran BPHTB berada pada 
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kuadran I, oleh karena itu atribut ini merupakan atribut yang harus 

diprioritaskan perbaikan kinerjanya pada periode selanjutnya.    

 
c. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame 

Pelayanan Pajak Reklame memiliki nilai IKM sebesar 3,62 dengan nilai 

konversi setara 90,50. Menurut kategori yang dibuat oleh PERMENPAN-RB No 

14 Tahun 2017 nilai IKM untuk Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame berada 

pada interval mutu pelayanan bernilai A, dengan kata lain kinerja pelayanan 

tersebut masuk kategori Sangat Baik. 

Secara umum sebagian besar atribut telah dinilai sangat baik oleh 

responden pengguna layanan dari Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame, hal 

ini ditunjukkan oleh nilai konversi sebagian besar atribut berada di atas 76,60. 

Skor tertinggi untuk aspek/unsur indikator Pelayanan Pembayaran Pajak 

Reklame adalah atribut Kualitas sarana dan prasarana penunjang 

pelayanan sedangkan yang terendah adalah atribut  Penanganan 

pengaduan pengguna layanan. 

Dari semua atribut yang dinilai oleh pengguna Pelayanan Pembayaran 

Pajak Reklame, atribut Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 

berada pada kuadran I, oleh karena itu atribut ini merupakan atribut yang harus 

diprioritaskan perbaikan kinerjanya pada periode selanjutnya. 

 
d. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah 

Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah memiliki nilai IKM 

sebesar 3,28 dengan nilai konversi IKM setara 82,00. Nilai ini berada pada 

interval mutu pelayanan B dengan kata lain kinerja Pelayanan Pembayaran 

Pajak Air Bawah Tanah masuk kategori Baik. 

Secara umum sebagian besar atribut telah dinilai baik oleh responden 

pengguna layanan dari Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah, hal ini 

ditunjukkan oleh nilai konversi sebagian besar atribut berada di atas 76,60. 

Skor tertinggi untuk aspek/unsur indikator Pelayanan Pembayaran Pajak Air 

Bawah Tanah adalah atribut Kecepatan waktu dalam memberikan 

pelayanan sedangkan yang terendah adalah atribut Kesesuaian antara 

produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil 

yang diberikan. 
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Dari semua atribut yang dinilai oleh pengguna layanan di Pelayanan 

Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah, tidak ada atribut yang berada pada kuadran 

I, yaitu atribut yang harus diprioritaskan perbaikan kinerjanya pada periode 

selanjutnya atau dengan kata lain prioritas perbaikan kinerjanya adalah 

mempertahankan atribut pada kuadran II. Atribut yang berada pada kuadran II 

adalah Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis 

pelayanannya, Kemudahan prosedur pelayanan, Kecepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan, dan Kompetensi/kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan.  

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun Tahun 2023, 

terdapat 1 program yang mendukung/terkait dengan pencapaian target Indeks 

Kepuasan Masyarakat Pembayaran Pajak Daerah, yaitu Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah. Capaian kinerja program tersebut sangat tinggi seperti terlihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.13 
Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-3 

No. 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Target Realisasi Capaian 

K Rp K Rp   

 Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentae 
PAD terhadap 
pendapatan 
daerah 

39,40     8.380.779.200  
 

46,105     7.828.135.161  
 

117,02 93,41 

1. Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentae 
PAD terhadap 
pendapatan 
daerah 

39,40     8.380.779.200  
 

46,105     7.828.135.161  
 

117,02 93,41 

Sumber: LRA 2023 (reviu)  
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4. Capaian Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 

 

Pada tahun 2023, target persentase PAD telah berhasil dicapai. Dari 

target 39,40%, realisasi adalah 46,105%. Perhitungan indikator ini dengan 

menggunakan rumus:  

 

 

 
Tabel 3.14 

Capaian Indikator Kinerja Utama ke-4 

No 
Indikator 

Kinerja 

Tahun 2020 

% 

Tahun 2021 

% 

Tahun 2022 

% 

Tahun 2023 

% 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Persentase 
PAD 
Terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

40,19 41,49 103,23 43,19 45,39 105,09 39,03 44,81 114,81 39,40 46,105 117,02 

Sumber: LRA Tahun 2023 (reviu) 

  

Jumlah Pendapatan Asli Daerah x 100% 

       Jumlah Pendapatan Daerah  
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Realisasi PAD pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.745.325.306.748,00. 

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.785.537.232.724,00 

berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 (LRA 

2023 reviu). 

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra BKD Tahun 

2021-2026, maka target PAD ini sudah tercapai.   

 

Tabel 3.15 

Target Jangka Menengah Indikator ke-4 

Sumber: RPJMD Kota Depok 2021-2026, Perubahan Renstra BKD 2021-2026 

 

Berbagai upaya inovasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah untuk dapat 

terus mendorong peningkatkan PAD Kota Depok, antara lain adalah 

- Gerakan Mengejar Piutang PBB (Gempita), yang konsepnya adalah kebijakan yang 

mengatur stimulus piutang PBB, melakukan pengolahan data piutang 

menggunakan aplikasi piutang dan melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah, 

RT dan RW. Keunggulan dari inovasi ini yaitu  tersedianya data piutang yang andal, 

dapat mengurangi saldo piutang PBB secara signifikan dengan memberikan 

stimulus kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan 

penyelesaian piutang sehingga ditahun berikutnya menjadi Wajib pajak yg taat 

pajak yang akhirnya persentase ketaatan wajib pajak meningkat. 

- Program Paling D’Best (Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu) dengan 

memberikan kemudahan pelayanan pembayaran PBB dan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dengan program Mobil Keliling On The Spot di beberapa titik 

wilayah Kota Depok. 

- Program Easy Tax yang menyediakan berbagai pilihan, yaitu akses pendaftaran 

wajib pajak, pelaporan omzet pajak serta pembayaran pajak. 

No. Indikator Kinerja 
Target Renstra 

2022 2023 2024 2025 2026 

4. 
Persentase PAD Terhadap 
Pendapatan Daerah 39,03% 39,40% 39,77% 40,14% 40,50% 
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- Peluncuran alat pencatat omzet dalam jaringan terintegrasi, yang dibarengi dengan 

kebijakan pengurangan pajak restoran, guna menarik wajib pajak dalam 

melaporkan omzet dan membayar pajaknya. 

- Penggunaan alat perekam transaksi (tapping box) yang disertai dengan kebijakan 

pengurangan pajak restoran 3% bagi para pemilik usaha yang menggunakan alat 

tersebut. 

- Aplikasi SIAP-PD (Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah), untuk menjawab 

permasalahan belum tersajinya nilai piutang pajak yang andal, sehingga jumlah 

piutang pajak sesungguhnya akan diketahui 

- Optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas UMKM, konsep inovasi 

ini adalah menyusun kebijakan dan menjalin kerja sama dengan kelompok 

masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas 

UMKM, sehingga diperoleh setoran retribusi pemakaian kekayaan daerah dari 

kelompok masyarakat yang mengelola lapangan. 

- Meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di seluruh perangkat 

daerah, yaitu dengan terus menambah pelayanan yang menyediakan pembayaran 

secara elektronik dan menambah kanal-kanal pembayaran. Saat ini sebagian besar 

pelayanan yang ada di perangkat daerah penghasil, sudah dapat menerima 

pembayaran melalui QRIS. 

 
Berdasarkan Peranjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023, terdapat 

1 program yang terkait/mendukung pencapaian indikator Persentase PAD terhadap 

Pendapatan Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang 

dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Capaian kinerja program ini 

termasuk dalam kategori sangat tinggi, seperti tergambar dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.16 
Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-4 

 

No. 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Target Realisasi Capaian 

K Rp K Rp K Rp 

 Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase PAD 
terhadap 
Pendapatan Daerah 

39,40  8.380.779.200  
 

46,105 7.828.135.161  
 

117,02 93,41 

1. Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase PAD 
terhadap 
Pendapatan Daerah 

39,40 8.380.779.200  
 

46,105 7.828.135.161  
 

117,02 93,41 

 Sumber: LRA 2023 (reviu) 
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3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Wilayah Sekitar 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan professional 

sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan 

efektivitas sistem pengendalian internal. BKD Kota Depok telah meraih Opini BPK 

Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut bersama-

sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Kota Banjar. Capaian opini BPK Kota 

Depok dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 3.17 

Capaian Opini BPK di Wilayah Jawa Barat 

 

NO. ENTITAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 JUMLAH 

1 Prov Jabar WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 12 

2 Kab Bandung WDP WDP WDP TMP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 7 

3 
Kab Bandung 
Barat TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WTP 3 

4 Kab Bekasi WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP 8 

5 Kab Bogor WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WDP 6 

6 Kab Ciamis WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 10 

7 Kab Cianjur WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP 8 

8 Kab Cirebon WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 8 

9 Kab Garut WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 8 

10 Kab Indramayu WDP WDP WDP TMP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP 7 

11 Kab Karawang WDP WDP WDP TMP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 8 

12 Kab Kuningan WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 9 

13 Kab Majalengka WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 10 

14 Kab Pangandaran -   -  -  - WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP 6 

15 Kab Purwakarta WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 8 

16 Kab Subang WDP WDP WDP WDP TMP TMP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP 5 

17 Kab Sukabumi WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 9 

18 Kab Sumedang WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 9 

19 Kab Tasikmalaya WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP 8 

20 Kota Bandung WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP 4 

21 Kota Banjar WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 12 

22 Kota Bekasi WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WDP 6 
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NO. ENTITAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 JUMLAH 

23 Kota Bogor WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 7 

24 Kota Cimahi WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 10 

25 Kota Cirebon WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 7 

26 Kota Depok WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 12 

27 Kota Sukabumi WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 9 

28 Kota Tasikmalaya WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 7 

Sumber: https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/ 

 
Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan Pemerintah Kota Depok agar 

capaian WTP terus dapat diraih di setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

aplikasi yang diterapkan dalam mendukung pencapaian tersebut. 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur yang penting dalam pendapatan 

daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain 

penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya 

merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio 

antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio 

ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total 

pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer 

dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah 

lainnya. Perbandingan PAD di beberapa kota sekitar Depok dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.18 
Perbandingan PAD wilayah sekitar Depok 

 

Kota 

2021 2022 2023 

Pendapatan 
Daerah 

PAD % 
Pendapatan 

Daerah 
PAD % 

Pendapatan 
Daerah 

PAD % 

Depok 3.396.023.758.232 1.539.968.635.023 45,26 3.664.656.173.029 1.642.228.601.282 44,81 3.852.409.942.422 1.745.325.306.748 46,105 

Bogor 2.644.780.000.000  1.075.230.000.000  40,65 2.782.940.000.000  
 

1.147.650.000.000  
 

41,24 2.966.610.000.000 1.337.750.000.000 45,09 

Bekasi   5.767.650.000.000    2.536.700.000.000  
 

43,98 5.370.200.000.000  
 

2.491.610.000.000  
 

46,40 6.141.450.000.000 2.729.780.000.000 44,45 

Tangerang 4.213.050.000.000  
 

  1.869.220.000.000  
 

44,37 3.083.350.000.000  
 

1.388.530.000.000  
 

45,03 4.689.280.000.000 2.269.710.000.000 48,40 

Tangsel 3.556.810.000.000  
 

 1.713.720.000.000  
 

48,18 3.750.650.000.000  
 

2.017.360.000.000  
 

53,79 4.116.770.000.000 2.156.450.000.000 52,38 

Sumber: Data Bidang Pajak Daerah, BKD Depok 
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3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pada tahun 2023, Badan Keuangan Daerah Kota Depok melaksanakan 4 

Program, 11 Kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 

program/kegiatan adalah sebesar 104,25% dan realisasi keuangan 95,95%. 

Secara umum, program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan 

target yang direncanakan, sedangkan pada realisasi keuangan terdapat efisiensi 

dalam pemanfaatan anggaran. Capaian kinerja ini meningkat dibanding capaian 

tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.19   Perbandingan Realisasi Keuangan 

T.A 2022 T.A 2023 

Anggaran Realisasi %  Anggaran Realisasi % 

193.763.144.296,37 124.944.178.529,00 64,48 131.511.831.190 126.190.331.385 95,95 

  Sumber: LRA 2023 (reviu) 

 

Secara lebih detail capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan 

tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 

• Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2023, diukur melalui 

indikator  Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda, dengan realisasi 

kinerja 100% dan realisasi keuangan 95,29%. Hasil pencapaian kinerja 

tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. 

• Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2023 dilaksanakan melalui 

4 Kegiatan dan 11  Sub Kegiatan.  

• Semua kegiatan sudah mencapai target kinerja. 

• Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.842.819.836,- yang berasal dari 9 

sub kegiatan, antara lain pada belanja sewa tempat, belanja modal, belanja 

cetak, honor, serta penyerapan gaji dan tunjangan pegawai sesuai kebutuhan.  
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2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

• Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok tahun 2023, diukur melalui indikator  Status Laporan, 

dengan realisasi kinerja WTP (100%) dan realisasi keuangan 98,16%. Hasil 

pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. 

• Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2023 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan 

dan 17  Sub-Kegiatan.  

• Tidak ada kegiatan yang tidak mencapai target kinerja 

• Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 693.093.521,- yang berasal dari 16 

sub kegiatan, antara lain pada belanja ATK, perjalanan dinas, honor, sewa 

tempat dan jasa konsultansi.  

• Terdapat kegiatan dengan realisasi anggaran rendah yaitu: 

 

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan 

realisasi anggaran 63,82%. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan 

dengan realisasi sangat rendah yaitu: 

1) Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 

(realisasi anggaran 13,34%) 

2) Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-

SKPD (realisasi anggaran 13,34%) 

Permasalahan: 

- Karena keterbatasan waktu, penelitian / verifikasi DPA hanya dilakukan 

oleh Tim TAPD dari unsur BKD sehingga belanja honor dan makan 

minum tidak diserap. 

Solusi: 

- Mengatur kembali rincian belanja sesuai dengan kebutuhan (tidak perlu 

menganggarkan honor tim) 

3) Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (realisasi 

anggaran 58,68%) 
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4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD (realisasi keuangan 43,06%). 

Permasalahan: 

- Buku APBD dicetak sesuai kebutuhan, jumlahnya lebih sedikit dari 

perencanaan. 

Solusi: 

- Menghitung kembali kebutuhan anggaran dengan lebih cermat. 

 

5) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 

(realisasi anggaran 45,12%), dikarenakan keterbatasan waktu dalam 

menyusun anggaran perubahan, maka honor, makan minum dan perjalanan 

dinas tim verifikasi tidak dapat dicairkan. 

6) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD (realisasi anggaran 40,86%), dikarenakan keterbatasan 

waktu dalam menyusun anggaran perubahan, maka honor, makan minum 

dan perjalanan dinas tim verifikasi tidak dapat dicairkan. 

 

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

• Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok tahun 2023, diukur melalui indikator  Persentase 

Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-

undangan, dengan realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan 93,90%. 

Hasil pencapaian kinerja tersebut sesuai target yang ditetapkan. 

• Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 7 Sub-

Kegiatan.  

• Semua sub kegiatan mencapai target yang direncanakan dan tidak ada sub 

kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 90%. 

• Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 232.942.409,- yang berasal dari 6 

sub kegiatan, antara lain pada belanja jasa konsultansi, sewa tempat, 

perjalanan dinas, jasa konsultansi dan honor. 
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4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

• Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok tahun 2023, diukur melalui indikator  Persentase PAD 

terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi kinerja 117,02% dan realisasi 

keuangan 93,41%. Hasil pencapaian kinerja tersebut melebihi target yang 

ditetapkan. 

• Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Depok tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 12 Sub-

Kegiatan.  

• Tidak ada sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan semua sub 

kegiatan mencapai realisasi anggaran di atas 80%. 

• Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 552.644.039,- yang berasal dari 

semua sub kegiatan, antara lain pada belanja perjalanan dinas, belanja modal, 

jasa konsultansi, dan honor.  

 
Secara terperinci penjelasan capaian kinerja dan keuangan termasuk efisiensi 

anggaran dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini. Penjelasan terkait faktor 

penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan tertuang dalam 

dokumen Monev RAK setiap triwulan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang 

masing-masing dan Kepala BKD. 
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Tabel 3.20 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

                      

  BADAN KEUANGAN DAERAH           131.511.831.190    126.190.331.385  5.321.499.805 104,25 95,95   

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

Cakupan Pelayanan Penunjang 
Urusan Pemda 

100%         81.622.439.614  100%         77.779.619.778  3.842.819.836 100 95,29    

  Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase dokumen perencanaan, 
anggaran dan evaluasi tepat waktu 

100%             127.070.150  100%             116.650.730              10.419.420  100 91,80    

  Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  

 2 
Dokumen  

            101.570.600   2 
Dokumen  

              92.969.297               8.601.303  100 91,53  Efisiensi sewa tempat  

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

 19 
Laporan  

              25.499.550   19 Laporan                23.681.433               1.818.117  100 92,87  Penyerapan honor narasumber 
sesuai kebutuhan 

  Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase administrasi keuangan 
tepat waktu 

100%         77.874.289.500  100%         74.343.795.811        3.530.493.689  100 95,47   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 105 Orang          77.874.289.500   105 Orang          74.343.795.811         3.530.493.689  100 95,47 Penyerapan sesuai kebutuhan 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase Penyediaan Administrasi 
Perkantoran dan Sarana Prasarana 
Aparatur 

100%           3.217.014.964  100%          2.961.888.977            255.125.987  100 92,07    

  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

 1 Paket                14.992.000   1 Paket                14.992.000                          -    100 100,00    
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NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

 12 Paket  1.470.404.000,00  12 Paket           1.353.869.220            116.534.780  100 92,07  Efisiensi belanja modal 

  Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

 2 Paket                44.990.500   2 Paket                44.990.500                          -    100 100,00    

  Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

 2 Paket              351.080.000   2 Paket              303.167.001              47.912.999  100 86,35  Penyerapan sesuai kebutuhan 
rapat/kegiatan  

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

 1 Paket              410.592.000   1 Paket              394.191.341              16.400.659  100 96,01  Efisiensi belanja cetak 

  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 12 
Laporan  

            924.956.464   12 Laporan              850.678.915              74.277.549  100 91,97  Penyerapan sesuai kebutuhan 

  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase barang milik daerah 
kondisi baik 

100%             404.065.000  100%             357.284.260              46.780.740  100 88,42    

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

 35 Unit              194.200.000   35 Unit              151.449.260              42.750.740  100 77,99  Pembayaran sesuai tagihan biaya 
pemeliharaan 

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

 130 Unit              209.865.000   130 Unit              205.835.000               4.030.000  100 98,08  Efisiensi biaya service 
perlengkapan kantor 

2 PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Status Laporan WTP         37.688.599.576  WTP 36.995.506.055 693.093.521  100 98,16   

  Koordinasi dan Penyusunan 
Rencana Anggaran Daerah 

Status Laporan WTP             737.191.450  WTP             470.510.692            266.680.758  100 63,82    

  Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 
PPAS 

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang 
Disusun 

2 
Dokumen 

          69.769.800,00   2 
Dokumen  

              65.404.285               4.365.515  100 93,74  Efisiensi sewa hotel 512,000, 
belanja ATK sesuai kebutuhan 
253.515, efisiensi Paket Meeting 
Luar Kota 3.600.000 
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NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

  Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan KUA dan Perubahan 
PPAS 

Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS yang Disusun 

2 
Dokumen 

          69.769.800,00   2 
Dokumen  

              68.736.285               1.033.515  100 98,52  Efisiensi sewa hotel 780.000, 
belanja ATK sesuai kebutuhan 
253.515 

  Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi RKA-SKPD 

Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 
Dokumen 

          41.674.800,00   1 
Dokumen  

33.460.180  8.214.620  100 80,29  Makmin rapat sesuai kebutuhan 
307.500 

  Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang 
Diverifikasi 

1 
Dokumen 

          41.674.700,00   1 
Dokumen  

              25.599.962              16.074.738  100 61,43  Kegiatan terlaksana dengan SDM 
dari Bidang Anggaran sehingga 
tidak menerima Honor (Mamin 
rapat 8.218.000, dan honor tim 
7.850.000) 

  Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi DPA-SKPD 

Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 
Dokumen 

          21.737.000,00   1 
Dokumen  

               2.900.199              18.836.801  100 13,34  Kegiatan terlaksana dengan SDM 
dari Bidang Anggaran (BKD) 
sehingga tidak menerima Honor , 
hanya mencairkan honor lembur 
2.212.000 dan ATK 688.199 

  Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang 
Diverifikasi 

1 
Dokumen 

          21.737.000,00   1 
Dokumen  

               2.900.199              18.836.801  100 13,34  Kegiatan terlaksana dengan SDM 
dari Bidang Anggaran (BKD) 
sehingga tidak menerima Honor , 
hanya mencairkan honor lembur 
2.212.000 dan ATK 688.199 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD 

Jumlah Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD 

2 
Dokumen 

        196.323.700,00  2 Dokumen             115.205.742              81.117.958  100 58,68  Cetakan Buku  APBD dicetak 
sesuai kebutuhan sebesar 
85.285.742 dan SPPD sesuai 
kebutuhan sebesar 29.920.000 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan 
APBD 

Jumlah Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan APBD 

2 
Dokumen 

        196.323.650,00   2 
Dokumen  

              84.545.840            111.777.810  100 43,06  Cetakan Buku  APBD dicetak 
sesuai kebutuhan sebesar 
84.545.480 dan SPPD sesuai 
kebutuhan sebesar 32.040.000 

  Pembinaan Penganggaran Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Penganggaran Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

80 Orang           78.181.000,00  80 Orang               71.758.000               6.423.000  100 91,78  Efisiensi sewa hotel 822.000, 
SPPD efisiensi 550.000, ATK 
acara pembinaan  disediakan hotel  
sehingga tidak diserap dan honor 
pejabat pembuka kegiatan internal 
BKD sehingga tidak mendapat 
honor 
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NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

  Koordinasi dan Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

Status Laporan WTP             599.771.900  WTP             585.949.658              13.822.242  100 97,70    

  Koordinasi dan Pengelolaan Kas 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Pengelolaan Kas Daerah 

2 
Dokumen 

        183.333.000,00  2 Dokumen             178.403.500               4.929.500  100 97,31  Honor Narsum dari internal 
sehingga sesuai SSH dibayar 50% 

  Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas serta Pemungutan 
dan Pemotongan Atas SP2D dengan 
Instansi Terkait 

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi 
Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
serta Pemungutan dan Pemotongan 
atas SP2D dengan Instansi Terkait 

4 
Dokumen 

        110.159.100,00  4 Dokumen             108.423.500               1.735.600  100 98,42  Efisiensi pembelian ATK sesuai 
kebutuhan harga pasar 

  Pembinaan Penatausahaan 
Keuangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Penatausahaan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

100 Orang         306.279.800,00  100 Orang             299.122.658               7.157.142  100 97,66  Efisiensi pembelian ATK Bimtek  

  Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Daerah 

Status Laporan WTP             388.619.200  WTP             343.586.150              45.033.050  100 88,41    

  Koordinasi Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Bulanan, Triwulanan dan 
Semesteran 

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Bulanan, 
Triwulanan dan Semesteran 

1 Laporan           65.192.750,00  1 Laporan               56.456.750               8.736.000  100 86,60  Efisiensi ATK dan pembelanjaan 
sesuai kebutuhan 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 
dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota 

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 
dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota 

2 
Dokumen 

        199.891.850,00  2 Dokumen             177.394.800              22.497.050  100 88,75  SPPD luar daerah diserap sesuai 
kebutuhan (tidak diserap 1 paket )  

  Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

42 Orang         123.534.600,00  42 Orang             109.734.600              13.800.000  100 88,83  Honor narsum diserap sesuai 
kebutuhan 

  Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

  WTP         35.202.590.026  WTP         34.885.605.246  346.984.780  100 99,01    

  Pengelolaan Dana Darurat dan 
Mendesak 

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Dana Darurat dan Mendesak 

12 Laporan         35.202.590.026  12 Laporan         34.855.605.246  346.984.780  100 99,01  Penyerapan sesuai kebutuhan 
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NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

  Pengelolaan Data dan 
Implementasi Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah Lingkup 
Keuangan Daerah 

  WTP             760.427.000  WTP             739.854.309              20.572.691  100 97,29    

  Implementasi dan Pemeliharaan 
Sistem Informasi Pemerintah Daerah 
Bidang Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Implementasi 
dan Pemeliharaan Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 
Daerah 

1 
Dokumen 

            760.427.000  1 Dokumen             739.854.309              20.572.691  100 97,29  Efisiensi jasa konsultansi 
pemeliharaan/pengembangan 
aplikasi 

3 PROGRAM PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

Persentase Kesesuaian Pengelolaan 
Barang Milik Daerah sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan 

100%           3.820.012.800  100%          3.587.070.391            232.942.409  100 93,90    

  Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Kesesuaian Pengelolaan 
Barang Milik Daerah sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan 

100%           3.820.012.800  100%          3.587.070.391            232.942.409  100 93,90    

  Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 
Dokumen 

        158.020.000,00  1 Dokumen             155.378.250               2.641.750  100 98,33  Efisiensi jasa konsultan  

  Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 

1 Laporan         745.324.000,00  1 Laporan'             731.483.190              13.840.810  100 98,14  SPPD dalam daerah dibayar 
sesuai kebutuhan sisa sebesar 
4.740.000 

  Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 
Barang Milik Daerah 

3 Laporan      1.700.867.000,00  3 Laporan          1.568.340.494            132.526.506  100 92,21  Nilai retribusi yang dibebankan 
untuk pengamanan aset 
pemerintah lebih rendah daripada 
untuk umum 

  Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang 
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang Milik Daerah 

1 Laporan         106.895.000,00  1  Laporan               97.059.000               9.836.000  100 90,80  Efisiensi sewa tempat dan 
penyerapan honor narsum dan 
instruktur sesuai kebutuhan 

  Pengawasan dan Pengendalian 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

12 Laporan         867.834.800,00  12 Laporan             794.807.647              73.027.153  100 91,59  Honor petugas Balai rakyat tidak 
diserap 1 orang karena meninggal 
dunia, beberapa sarpras balai 
rakyat tidak diserap 

  Optimalisasi Penggunaan, 
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 
Pemusnahan, dan Penghapusan 
Barang Milik Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

30 
Dokumen 

          13.700.000,00  45 
Dokumen 

              13.700.000                          -    100 100,00    



LKIP BKD Tahun 2023 

 

III - 32 
 

NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

  Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 

50 Orang         227.372.000,00  50 Orang             226.301.810               1.070.190  100 99,53  Efisiensi jaskon aplikasi E-BMD 

4 PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 

Persentase PAD terhadap 
pendapatan daerah 

39,40           8.380.779.200  45,94          7.828.135.161            552.644.039  116,59 93,41    

  Kegiatan Pengelolaan pendapatan 
Daerah 

Persentase PAD terhadap 
pendapatan daerah 

39,40           8.380.779.200  45,94          7.828.135.161            552.644.039  116,59 93,41    

  Perencanaan pengelolaan pajak 
daerah 

Jumlah Dokumen Rencana 
Pengelolaan Pajak Daerah 

2 
Dokumen 

        199.896.000,00  2 Dokumen             191.536.800               8.359.200  100 95,82  SPPD dalam daerah diserap 
sesuai kebutuhan 

  Analisa dan Pengembangan Pajak 
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 
Pajak Daerah. 

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 
Daerah serta Pengembangan Pajak 
Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 

1 
Dokumen 

        299.320.000,00  1 Dokumen             259.578.042              39.741.958  100 86,72  SPPD dalam daerah diserap 
sesuai kebutuhan, keterbatasan 
SDM (SPPD tidak tercairkan 
28.989.020) 

  Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah 

1 Laporan      1.315.872.000,00  1 Laporan          1.272.023.620              43.848.380  100 96,67  Efisiensi Gebyar Pajak Daerah 
(hadiah) 

  Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Pajak Daerah 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Pajak Daerah 

13 Unit         404.648.000,00  13 Unit             383.699.815              20.948.185  100 94,82  Efisiensi Pembelian RFID sesuai 
harga pasar  (Perlengkapan) 

  Pendataan dan Pendaftaran Objek 
Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 
Pendaftaran Objek Pajak Daerah, 
Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 

1 Laporan      1.130.575.000,00  1 Laporan'          1.109.521.015              21.053.985  100 98,14  Sisa honor petugas kelurahan, 
karena dibayarkan sesuai output 
kinerja masing-masing 

  Pengolahan, Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 
Data Pajak Daerah 

2 Laporan         290.000.000,00  2 Laporan             288.250.000               1.750.000  100 99,40  Efisiensi jaskon aplikasi potensi 
pajak dan aplikasi pakdedaman 

  Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 

Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan 
NJOP nya 

660000 
Objek 
Pajak 

        788.960.000,00  660000 
Objek 
Pajak 

            751.532.820              37.427.180  100 95,26  Pembayaran BPJS untuk Non PNS 
dibayar sesuai tagihan,  uang 
lembur PNS tidak diserap sesuai 
rencana 

  Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 
Daerah 

4 
Dokumen 

        835.498.250,00  4 Dokumen             797.742.061              37.756.189  100 95,48  SPPD dalam daerah diserap 
sesuai kebutuhan, keterbatasan 
SDM (SPPD tidak tercairkan 
28.000.000) 

  Pelayanan dan Konsultasi Pajak 
Daerah 

Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak 
Daerah 

11 
Layanan 

        856.374.000,00  11 Layanan             834.182.240              22.191.760  100 97,41  Pembayaran BPJS untuk  Non 
ASN dibayar sesuai tagihan 
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NO 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
 INDIKATOR KINERJA   

 TARGET   REALISASI  
 SISA  

 CAPAIAN  (%) 
EFISIENSI 

 KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN   KINERJA   KEUANGAN  

  Penelitian dan Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak Daerah 

Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah 
yang Telah Dilakukan Penelitian dan 
Verifikasi 

7200 
Dokumen 

        586.999.950,00  13.221 
Dokumen 

            574.009.000              12.990.950  100 97,79  Efisiensi dalam pengadaan stiker 
pajak daerah 

  Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Penagihan Pajak Daerah 

1 
Dokumen 

     1.372.782.000,00  1 Dokumen          1.080.028.778            292.753.222  100 78,67  Penerima honor Gempita 
menggunakan petugas kelurahan, 
tidak 100% diserap atau sekitar  
213.625.000.  Hal ini karena 
aplikasi piutang baru selesai bulan 
Oktober sehingga tagihan piutang 
baru dapat dicetak bulan Oktober 

  Pengendalian, Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan 
serta Pengendalian dan Pengawasan 
Pajak Daerah 

50 
Dokumen 

        299.854.000,00  50 
Dokumen 

            286.030.970              13.823.030  100 95,39  Efisiensi Pembelian RFID sesuai 
harga pasar (Perlengkapan) 

  JUMLAH ANGGARAN           131.511.831.190          125.620.817.126  5.277.353.064  105,76 95,99    

Sumber: LRA 2023 (reviu) 
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3.6. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA 

1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja  

Beberapa faktor pendorong pencapaian sasaran strategis Renstra dan 

pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap kualitas 

pelayanan BKD. 

b. Penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan, baik 

kepada perangkat daerah maupun masyarakat. 

c. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala 

Badan dengan Wali Kota Depok, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat 

Eselon III dan IV. 

 
2. Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja BKD 

Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan 

Daerah dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan 

Program dan Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

a. Kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun perencanaan dan 

penempatan anggaran kas kegiatan sehingga penyerapan anggaran kurang 

optimal, di mana masih terdapat deviasi yang cukup tinggi pada serapan 

anggaran setiap triwulan.  

b. Masih terjadinya keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa. 

c. Belum terpenuhinya kebutuhan aparatur Badan Keuangan Daerah, baik 

secara kuantitas maupun kompetensi yang sesuai. 

d. Bila terdapat keterlambatan dalam kebijakan / keputusan terkait  

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

 

3. Strategi Mengatasi Hambatan/Masalah 

 Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka strategi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya 

adalah :   

a. Mengintensifkan koordinasi internal 

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala, 

dalam kegiatan terpisah. Monitoring dilaksanakan sebelum akhir triwulan 
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sehingga jika ditemukan masalah terkait penyerapan anggaran maupun 

pelaksanaan kegiatan, masih dapat dilakukan perbaikan dalam triwulan 

tersebut. Evaluasi dilakukan setelah triwulan berakhir, untuk perbaikan 

kinerja di triwulan berikutnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala 

Badan atau Sekretaris Badan. 

c. Menyusun perencanaan dan penganggaran lebih cermat melalui berbagai 

Desk antara lain desk RKA, Anggaran Kas, dan RUP. 

d. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang jasa tepat waktu  

e. Meningkatkan kuantitas maupun kapasitas aparatur Badan Keuangan 

Daerah, antara lain dengan mengikutsertakan aparatur pada kegiatan 

bimbingan teknis atau diklat pengelolaan keuangan dan aset, maupun 

kegiatan pendampingan-pendampingan dalam rangka meningkatkan 

tatakelola internal Badan Keuangan Daerah. 

f. Mengembangkan teknologi informasi dalam pelayanan. 

g. Memberikan penghargaan atas unit kerja dengan capaian kinerja terbaik, 

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota 

Depok Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi 

harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2023 ini dapat 

menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan, juga 

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

 

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja 

Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kota Depok menetapkan sebanyak 2 

(dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran sesuai dengan 

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja (Perubahan) 

Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

• Capaian Indikator ke-1 sebesar 100% 

• Capaian Indikator ke-2 sebesar 100% 

• Capaian Indikator ke-3 sebesar 100% 

• Capaian Indikator ke-4 sebesar 123,02% 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 4 indikator sasaran Badan 

Keuangan Daerah selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, 

karena semua indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi. 

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 antara lain adalah: 
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1) Tercapainya Opini BKP Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Tahun 

2022 

2) Meningkatnya realisasi keuangan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 

3) Meningkatnya realisasi fisik dibandingkan tahun 2022 

4) Meningkatnya nilai SAKIP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

5) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pembayaran pajak daerah 

6) Tercapainya target pendapatan asli daerah 

 

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari adanya perbaikan 

yang dilakukan selama tahun berjalan dan tindak lanjut hasil reviu tahun-tahun 

sebelumnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab 3.  

 

4.2. Kendala Pencapaian Kinerja 

Dalam proses pencapaian kinerja tentu tidak terlepas dari hambatan atau 

masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal antara lain: 

1) Sistem aplikasi pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan masih belum 

terintegrasi seluruhnya sehingga data belum dapat disajikan secara real time 

seuai waktu cut off data. 

2) Adanya aset Pemerintah Kota Depok yang belum terdata dan tersertifikasi atau 

dikuasai pihak lain; 

3) Belum validnya data wajib pajak dan data piutang; 

4) Kurangnya kompetensi pejabat/staf pengelola keuangan di perangkat daerah; 

 

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja 

Beberapa strategi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah untuk mengatasi 

kendala dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang adalah: 

1) Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset, sebagaimana amanat 

Permendagri No.47 Tahun 2021 bahwa untuk pengelolaan aset menggunakan 

aplikasi e-BMD sehingga dapat memaksimalkan pencatatan aset.  
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2) Mengembangkan aplikasi PSU sebagai salah satu upaya mengatasi masalah 

pencatatan aset Pemkot Depok. 

3) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus terhadap pengelola 

keuangan di perangkat daerah. 

4) Mempertahankan Opini BPK WTP dengan melakukan perbaikan secara terus-

menerus terhadap seluruh proses pengelolaan APBD yang dimulai dari 

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan 

pertanggung jawaban serta pengawasannya. 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Badan 

Keuangan Daerah dan menentukan solusi terhadap hambatan yang terjadi. 

6) Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak melalui intervensi terhadap area 

yang masih belum maksimal tingkat kepuasannya, yaitu melalui pembinaan 

petugas pelayanan pajak dan penyediaan sarana prasarana pendukung 

pelayanan pajak. 

7) Menumbuhkan semangat berinovasi di lingkungan aparatur BKD melalui 

pemilihan pegawai teladan setiap tahun. 

8) Melakukan penilaian terhadap capaian kinerja seluruh unit kerja di BKD setiap 

akhir tahun. 

9) Meningkatkan pajak daerah melalui berbagai strategi  yaitu:  

- Ekstensifikasi Objek Pajak atas terbitnya Perda Pajak dan Retribusi yang akan 

diberlakukan pada tahun 2024 atas amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2022 

- Pemanfaatan kemajuan IT untuk kemudahan pelayanan 

- Pemberian kebijakan pengurangan PBB bagi veteran, pejuang PNS, pensiunan 

PNS, dan masyarakat kurang mampu 

- Intensifikasi bangunan di perumahan-perumahan, pendataan jalan-jalan 

protokol 

- Pemungutan pajak secara bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (Program Paling D’BEST)  
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- Kerjasama dengan Kejaksaan (Pidum) dalam pemanggilan wajib pajak 

menunggak pajak 

- Pemutakhiran/penyesuaian nilai NJOP 

- Penilaian objek potensial (SPBU, Jalan Tol, RS) 

- Program Gempita 

- Pemasangan plang dan stiker wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya 

- Cleansing data PBB dalam SISMIOP 

4.4. Inovasi Badan Keuangan Daerah  

Dalam upaya menciptakan solusi penyelesaian beberapa permasalahan di 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok seperti tingginya piutang pajak, belum validnya 

data Wajib Pajak dan Data Piutang, masih rendahnya nilai pemanfaatan aset di Kota 

Depok dan lain sebagainya, maka Badan Keuangan Daerah melakukan terobosan 

inovatif dalam upaya mengoptimalisasikan Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui 

program GO 2T. Ini adalah upaya akselerasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah 

senilai 2 Triliun Rupiah.  

 

1).  Gempita PBB (Gerakan Mengejar Piutang PBB) 

Konsep dari GEMPITA PBB yaitu menyusun kebijakan yang mengatur tentang 

stimulus Piutang PBB, melakukan pengolahan data piutang menggunakan 

aplikasi piutang yang juga melakukan koordinasi dengan Camat, Lurat, RT dan 

RW. Keunggulan dari GEMPITA PBB yaitu  tersedianya data piutang yang andal, 

dapat mengurangi saldo piutang PBB secara signifikan dengan memberikan 

stimulus kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan 

penyelesaian piutang sehingga di tahun berikutnya menjadi Wajib pajak yg taat 

pajak yang akhirnya persentase ketaatan wajib pajak meningkat. Bentuk stimulus 

kepada wajib pajak ini diformalkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota dan 

Keputusan Wali Kota. 

 

2).  Aplikasi SIAP – PD (Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah) 

SIAP–PD adalah aplikasi yang dibuat untuk menghadapi permasalahan pada 

Pemerintah Kota Depok yang belum menyajikan Nilai Piutang Pajak pada Neraca 

dengan andal, kekurangan dan kesalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah 
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Daerah dalam menyajikan laporan, serta tidak akurat dan akuntable terhadap data 

yang disajikan pada laporan keuangan.  

Konsep SIAP–PD yaitu membuat aplikasi dengan melakukan Migrasi data 

saldo awal audited piutang pajak daerah, selanjutnya laporan keuangan disusun 

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dengan 

SIAP-PD, maka Pemerintah Kota Depok dapat menyajikan nilai piutang pajak 

daerah secara andal. Jangka panjangnya aplikasi ini juga dapat diintegrasikan 

dengan seluruh piutang pemerintah Kota Depok. 

Keunggulan menggunakan SIAP-PD yaitu piutang pajak sesungguhnya akan 

diketahui, mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok. dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan pada masa yang akan 

datang. 

 

3).  Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan Fasilitas UMKM 

Adalah upaya untuk menyelesaikan masalah kurangnya optimalisasi 

pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) mulai dari belum tertibnya pemanfaatan 

BMD, belum adanya kebijakan yang mengatur penggunaan BMD yang 

dioperasikan oleh pihak lain dan belum adanya kerjasama adantara Pemerintah 

Kota Depok dengan kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga 

dan fasilitas UMKM.  

Konsep inovasi ini adalah menyusun sebuah kebijakan dan menjalin kerjasama 

dengan kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan langan 

olahraga dan fasilitas UMKM. Hasil inovasi ini yaitu terciptanya kebijakan 

(Peraturan Wali Kota) yang mengatur tentang tata cara penggunaan barang milik 

daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain serta terjalinnya kerjasama dengan 

kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga dan fasilitas UMKM 

yang kedepannya program ini dapat diselaraskan dengan mengintegrasikan 

aplikasi QRIS dengan Bank BJB dalam pembayaran setoran retribusi pemakaian 

kekayaan daerah ke kas daerah oleh kelompok masyarakat yang mengelola 

lapangan. 
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4).  Aplikasi E Payment  

Sistem Informasi Aplikasi penatausahaan belanja daerah berbasis elektronik 

dimulai dari proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai proses 

penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah 

paperless karena dilengkapi dengan dokumen berbasis elektronik ditandatangani 

oleh pejabat yang bersangkutan secara digital dan terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah di implementasikan 

dalam proses penatausahaan belanja daerah di Pemerintah Kota Depok 

 

5).  SIPKANDA (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah) 

Inovasi SIPKANDA dilakukan dalam rangka mempermudah pelaporan 

keuangan di mana salah satu masalah yang selalu dihadapi saat membuat 

pelaporan keuangan yaitu sulitnya didapatkan keakuratan data pada pelaksanaan 

rekonsiliasi penerimaan pendapatan. 

Konsep inovasi ini adalah pengintegrasian data antara rekening koran 

dengan laporan penerimaan pendapatan. Keunggulan dari inovasi ini adalah 

mempermudahan proses rekonsiliasi data dalam pelaporan keuangan pada tahun 

2022 terutama penyajian data penerimaan pendapatan daerah 

 

6).  Aplikasi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) 

Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan pada tahap awal ini 

dilakukan penginputan data PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota 

Depok. Sampai saat ini baru terinput sekitar 5% dari PSU yang ada. Ke depannya 

akan terus dilakukan penginputan data sehingga menjadi database PSU Kota 

Depok yang lengkap dan akurat.  

 

 Selain semua terobosan diatas, BKD Kota Depok telah melakukan banyak 

kegiatan dalam upaya meningkatankan PAD di antaranya, program Paling D’best 

(Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu) dengan memberikan kemudahan 

pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), program Mobil Keliling On The Spot di bebrapa titik wilayah kota 

Depok, Program Easy Tax yang menyediakan berbagai pilihan, yaitu akses 

pendaftaran wajib pajak, pelaporan omzet pajak, serta pembayaran pajak. BKD juga 

meluncurkan alat pencatat omzet dalam jaringan terintegrasi.  
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 Demikian yang dapat disampaikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2023. Dengan tersusunnya laporan ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota 

Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang 

telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok. 

 
 

                
Depok,      Februari 2024 

                                                                             

 


